
WAUKOTA MADIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 28 TABUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 3 6 

TAHON 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINClAN 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa seh'ubungan dengan adanya beberapa perubahan 

tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan da.n 

Pencatatan Sipil maka Peraturan Walikota Macliun Nomor 

36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Rincian Tugas dan F'ungsi, serta Tata Kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipandang sudah 

tidak sesuai sehingga perlu diubah ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun tentang Perubahan At.as Peraruran 

Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susuna.n Organisasi, Rincian Tugas dan 

F'ungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil ; 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembenl1.1kan Peraturan Perundang-undangan ; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur 

Sipil Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Oaerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah ; 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 



Menetapkan 

- 2 -

6. Peraturan Daerah Kola Madiun Nomor 3 Tahun 2016 
lentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah ; 

7. Peraturan Daerab Kota Madiun Nomor 6 Tabun 2017 
lentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 

8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tabun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Togas 
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATORAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 36 

TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. 

Pa.sail 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan WaJikola Madiun 
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Da.erah 
Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 36/G), diubab sebaga.i 

berikut : 

1. Ketentuan huruf b ayat (2) diubah dan diantara huruf g 
dan huruf h Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni 
huruf gt, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi 

sebagai berikut : 

PaaalS 

(1) Sekrelar iat sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3 

ayal (1) huruf b mempunyai rugas melaksanakan 

kebijakan pelayanan 
unsur dilingkungan 

administrasi kepada semua 
Dinas meliputi pengelolaan 

.idroini!':trasi umum, perencanaan, kepegawaian, 
rumah tangga dan administrasi keuangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayal (1), Sekretariat mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan leknis, penyusunan 

perencanaan program kcrja dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat; 



b. pelaksanaan koordinasi penyusunan 

kcgiatan, pelayanan admin.istralif 

penyelenggaraan tugas-tugas Bidang 

Lerpadu; 

c. pengelolaan adminisLrasi umum, rumah 

dan pcrlengkapa.n ; 

program 

dan 

secara 

tangga, 

d . pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan 

di lingkungan Dinas ; 

e. pengelo.laan administrasi dan pembinaan 

kepcgawaian di liogkungan Dinas ; 

f. pelaksanaan ::idmioistra.sl keuangan dan 

pembayaran gaji pegawai dj lingkungan Dinas ; 

g. pelaksanaan 

implement.asi 
pengkoordinasian perencanaan, 

dan evaluasi kebijakan lingkup 
kependudukan dan Catalan sipil ; 

gl. penyusunan renca na program, 

pelaksanaan/pengadaan, dan pemeliharaan sarana 

dan prasarana dilingkungan dmas , dan 

h. pelaksanaan rugas la.in yang bersifat kedinasan 

yang iliberikan oleh Kepala Dinas. 

2. Ketentuan huruf f ayat ( I) dihapus. diaotara huruf g dan 

huruf h ayaL (I) Pasal 7 ilisisipkan saru ( I) huruf yakm 

huruf gl, dan diantara huruf g dan hw·uf b ayaL (2) 

Pasal 7 ilisisipkan satu (I) hurufyakni hurufgl, schingga 

Pasal 7 secara kcscluruhan berbuny1 sebagai bcrikut; 

Pasa17 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunya1 

tugas; 

a. melakukan penyusunan perencanaan program dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian , 

b. melakukan urusan surat-menyurat dan lata 

kearsipan; 

c. melakukan urusan rumab t.angga dan .keamanan 

Kantor; 

d. mclakukan urusan kehumasan, protokoler, 

upacara dan rapat dinas ; 
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e. mclakukan urusan pengendalian Lala usaha 

pengadaan, penyimpanan, pendfalribusian, 

pengadministrasia.n dan pcrawatan barang-barang 

invent.ans dinas sesuai ketentuan peraturan 

pe.rundang-undangan ; 

f. dihapus 

g. menyusun, mengolah dan memeliha.ra data 

administrasi kepegawaian serla data kegiatan yang 

berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan 

Dinas ; 

gl. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, 

melaksanakan/mengadakan, dan memelihara 

sarana dan prasarana di lingkungan dinas; dan 

b. melakukan Lugas lain yang bersifal kedinasan yang 

di.berikan oleh Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) huruf b mempunyai 

tugas: 

a. melakukan penyusunan pere-ncanaan program dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-rngas pada Sub Bagian 

Perencanaan clan Keuangan; 

b. melakukan penyusunan perencanaan program, 

evaluasi dan pclaporan di lingku.llgan Dinas ; 

c. mengkoordinasikan clan menghimpun bahan-bahan 

untuk keperluan penyusunan dokumen 

perencanaan dan p<:nganggaran yang bcrisi 

rcncana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan SKPD scrta. rencana pembiayaan sebagai 

dasar penyusunan APBD serta perubahannya di 

Lingkungan Di11as; 

d. mclaksana.kan pcnalausahaan kouangan dan 

penanggungjawaba:o keuangan ; 

c. melaksanakan administrasi dan pernbayaran gaji 

pegawai; 

f. mengkoordinasikan clan menghimpun bahan-bahan 

untuk keperluan penyusunan doku.men yang 

memuat pendapatan , belanja dan pembiayaan yang 

digunaka n sebagai dasar pelaksanaan angga.ra.n 

oleh pengguna anggara:o serla perubahannya di 

lingkungan Uinas ; 
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g. melakukan penatausahaan keuangan dan 
pertanggungjawaban keuangan; 

gl.menyiapkan bahan penyusunan rencana program, 

melaksanakan / mengadakan, dan memelihara 

sarana dan prasarana di lingkungan dinas; dan 

h. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Sekretaris. 

Pasalil 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

pengundangan Peraturan Walikota 
memerintahkan 

iru dengan 

penempatannya daJam Serita Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 September 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M .Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671213 199503 1 003 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018 NOMOR 28/G 

Ditetapkan di M AD I U N 

pada tanggal 14 September 2018 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 
-==,.._ u.b. 

lAN HUKUM 
, -Jo=-,!{ 

'L--.::;-,.· 

Pembina 
SH 

NIP. 19750117 199602 1 001 


